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WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR |13 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA PAGAR ALAM,

a. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

sebagai pedoman dasar penetapan perubahan rencana
kerja perangkat daerah dan pedoman penyusunan
kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon
anggaran sementara;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada hurufl a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




10.

13

12.

-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaan Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4616);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6056);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)




sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang  Reviu  Atas Dokumen  Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam
Tahun 2012-2032;

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota




.-

Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam

(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021
Nomor 3)

24. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam

Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pa
1
Tahun 2023 Nomor 1 1); gar Alam

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: .
apkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA P
ALAM TAHUN 2024. i

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pagar Alam;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dol;umel}
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan : '
a. dokumen perencanaan daerah Kota untuk Perubahan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perubahan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara; dan
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b. penjabaran dari
memuat rancangif et -
pembangunan
pendanaannya
pemerintah Kota.

gacu pada RKP, yang

dan

Yang  dilaksanakan langsung  oleh

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Maksud Perubah
* dnan RKP c.
dokumen perencanaan scDba{Fu'm }mtuk g et
kegisten sebagal berib gal pedoman melakukan
a. dasar penetap:
pan  Perubah: i
Dacrah: an Renja
b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024, serta perubahan prioritas dan
plafon anggaran sementara;:

Perangkat

(2) Tujuan penetapan Perubahan RKPD adalah untuk :

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas
pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar
waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar
tingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia
usaha; dan

e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB 11
1SI DAN URAIAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

(1)Isi adalah uraian dokumen Perubahan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan;

BAR 1l Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024;

BAB 11l Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan daerah ;

BAB VI Penutup.
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(2)Isi dan Uraian
dimaksud pada
merupakan
Peraturan w

Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana
ayat (1) tercantum dalam lampiran vang
l_‘)agian yang tidak terpisahkan  darg
ali Kota inj.

BAB 111
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Kepala Badan
terhadap pelaks
ketentuan Perat

melakukan pengendalian
anaan Perubahan RKPD,
uran Perundang--undangan.

dan evaluasi
sesuai dengan

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

m 1 intahkan
A 1 linva, memerintah
ol e i engelWH:; }Kota ini dengan
£ an
sundangan  Peratura : ' ot B
Egnngmpataﬁnmra dalam Berita Daerah Kota Pagar m

ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 2y 3uu as2ui
Pj. WALI K(IF AGAR ALAN

TTD

LUSWFAY UDHA KURNIA

diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 2y Juh Aoy

P SEKRETARI: :RAH KOTA PAGAR ALAM,

ITD
DAHNIAL NASUTION

2024
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
NOMOR..\%




